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Vaid

SARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

umbawa Besar yang memeriksa dan

P76, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah
Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat
Pertama, tempat kediaman di Kabupaten

Sumbawa sebagai Penggugat;
melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir , 11 September 1954, agama
Islam, pekerjaan  Wiraswasta, Pendidikan
Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman

di Kabupaten Sumbawa sebagai Tergugat;
Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka

sidang;
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ana ternyata dari Buku Kutipan Akta Nikah yang
Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama
apfPlampang, Kabupaten Sumbawa, Nomor : 024/004/111/2017,
ggal 15 Maret 2017.
2. Bahwa setelah nikah antara Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah
Kontrakan di Dusun Rinjani, Desa Olat Larang, Kecamatan Labuhan
Badas, Kabupaten Sumbawa, selama kurang lebih 2 bulan, sampai
pertengahan bulan April Tahun 2017.
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah
hidup rukun sebagai layaknya suami istri, dan sudah dikaruniai 3 (tiga)
orang anak yang bernama:

1. Anak I, Umur 23 tahun, berjenis kelamin laki laki, sudah

menikah.

2.  Anka ll, Umur 18 tahun, berjenis kelamin laki laki, sudah tamat

sekolah.
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12 tahun, berjenis kelamin perempuan, kelas 6

ulan April Tahun 2017 ketentraman rumah
an Tergugat mulai tidak harmonis dengan
n Pengugat dan Tergugat yang terus menerus
lagi yang disebabkan antara lain karena:

tangga antara Penggugat dengan Tergugat

fak bertanggung jawab dalam hal memberikan
2pada Penggugat.

figat tidak bisa merubah sikapnya yang

séir/tempramental.

d. Tergugat sudah menjatuhkan talak | secara lisan kepada
Penggugat.
5. Bahwa Puncak dari Pertengkaran tersebut pada Pertengahan bulan
April Tahun 2017 yang akibat dari perselisihan dan pertengkaran
tersebut, kini antara Penggugat dan Tergugat telah pisah Tempat
Tempat tinggal dengan Tergugat sampai sekarang.
6. Penggugat dan Tergugat pernah bercerai di Pengadilan Agama
Sumbawa Besar tahun 2014, tanggal 08 Desember dan rujuk kembali
tanggal 15 Maret 2017.
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat
dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan

perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah
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dipertahankan lagi dan kerenanya agar masing-
nggar norma hukum dan norma agama maka
alternatief terakhir bagi Penggugat untuk
han Penggugat dengan Tergugat.

embayar seluruh biaya yang timbul akibat

3. Biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER ;
Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini

diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang
menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang
menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai
wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan
patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu
halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan

karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;
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pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang
gan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan
sudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

gugat atau kuasanya yang sah tidak pernah

aban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak

O Surat Keterangan Kependudukan atas nama
mor . 338/88/KD/K/2018 tertanggal 7 September 2018
eluarkan oleh Kepala Desa Karang Dima, Kecamatan
Labuhan Badas, Kabupaten Sumbawa. Bukti surat tersebut telah
diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan
aslinya telah bermeterai cukup, dinazegellen pejabat pos, kemudian
oleh Ketua Majelis bukti tersebut diparaf dan diberi kode P.1, ( bukti
P.1);

2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan
Agama Kecamatan Plampang, Kabupaten Sumbawa  Nomor

024/004/111/2017, tanggal 15 Maret 2017, Bukti surat tersebut telah
diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan
aslinya telah bermeterai cukup, dinazegellen pejabat pos, kemudian
oleh Ketua Majelis bukti tersebut diparaf dan diberi kode P-2, ( bukti P-

2);
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Viaret 2017, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang menjadi sebab
Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;

- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa
sepengetahuan Penggugat dan tidak pernah ada kabar beritanya
serta keberadaannya sampai sekarang;

- Bahwa Penggugat dan pihak keluarga sudah berusaha mencari
keberadaan Tergugat namun tidak berhasil;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal
kurang lebih 2 (dua) tahun lamanya;

- Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah

memberikan atau mengirimkan nafkah kepada Penggugat;
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h menasehati Penggugat untuk bersabar
Tergugat, namun tidak berhasil;
tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah

Kabupaten Sumbawa. di bawah sumpahnya

Penggugat dengan Tergugat suami istri yang telah
3 (tiga) orang anak;
Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun
dan harmonis, namun sejak 2 (dua) tahun yang lalu Tergugat pergi
meninggalkan Penggugat ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang menjadi sebab
Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tidak pernah
ada kabar berita dan tidak diketahui keberadaannya sampai
sekarang;
- Bahwa Penggugat dan pihak keluarga sudah berusaha mencari
keberadaan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal

kurang lebih 2 (dua) tahun lamanya;
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drnah menasehati Penggugat untuk bersabar

Tergugat, namun tidak berhasil;

para saksi tersebut, Penggugat menyatakan

n, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan

ya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan
ngajukan kesimpulan tetap pada pendirian semula
Bhon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala
sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai

bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;
PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah

sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di
persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap
sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat
Panggilan (relaas) Nomor 767/Pdt.G/2018/PA.Sub. yang dibacakan di

persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan
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datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh

ergugat tidak dikenal atau tidak diketahui
s dan pasti di seluruh wilayah Republik
maka Tergugat dipanggil dengan cara
@dia sebagaimana yang diatur dalam Pasal

or 9 Tahun 1975;

dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu
majelis hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil
gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan perkara ini
hanya dihadiri oleh pihak Penggugat sedangkan pihak Tergugat tidak
pernah hadir, maka proses mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA
Nomor 1 Tahun 2016, tidak dapat dilaksanakan. Walaupun demikian,
Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal menasehati Penggugat
agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya

mohon diceraikan dari Tergugat dengan alasan bahwa terjadi perselisihan
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bnerus antara Penggugat dan Tergugat, serta
jat pisah tempat tinggal;
aflg, bahwa untuk menguatkan  dalil
menyampaikan bukti-bukti surat P-1, P-2,
) saksi sebagaimana tersebut di atas yang
an keterangan di bawah sumpah;
berdasarkan bukti P-1, (fotokopi Surat
atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh
Dima, Kecamatan Labuhan Badas, Kabupaten
ermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, dan
ai enjelaskan tentang Penggugat saat ini tinggal di
Wit ten Sumbawa, sehingga bukti tersebut telah memenuhi
syarat formal dan materiil, maka sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1)
huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006
dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009,
tentang Peradilan Agama, maka perkara ini merupakan wewenang
Pengadilan Agama Sumbawa Besar;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2, (fotokopi Kutipan Akta
Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan
cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan
Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang sah, sehingga bukti
tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai

kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, dengan demikian
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erupakan pihak yang berkepentingan dalam

mengingat alasan perceraian yang
at sengketa yang terjadi antara Penggugat
emandang perlu mendengar keterangan

keluarga atau orang yang dekat dengan

Penggugat dan saksi bernama Saksi P sebagai Keponakan Penggugat,
dengan demikian saksi-saksi tersebut secara formal telah memenubhi
ketentuan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa para saksi Penggugat tersebut sudah dewasa
dan disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur
dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 dan Pasal 175 R. Bg.;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut telah memberikan
keterangan di bawah sumpahnya. Keterangan-keterangan yang
disampaikan kedua orang saksi tersebut adalah berdasarkan
pengetahuan dan penglihatan serta pendengaran sendiri dan tidak saling
bertentangan satu sama lain, bahkan telah bersesuaian dengan dalil-dalil

gugatan Penggugat. Maka Majelis menilai kesaksian dua orang saksi
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ateriil alat bukti saksi sebagaimana telah
Pasal 309 R.Bg., sehingga telah dapat

embuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan

omor : 024/004/111/2017, tanggal 15 Maret 2017 ;

menikah Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3

- Bahwa selama berumah tangga, Penggugat dan Tergugat hidup
rukun dan bahagia, namun rumah tangga Penggugat dengan Tergugat
mulai tidak harmonis sejak bulan Maret 2017, terjadi perselisihan dan
pertengkaran secara terus menerus;

- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut telah terjadi
pisah tempat tinggal, selama kurang lebih 2 (dua) tahun ;

- Bahwa selama berpisah tersebut antara Penggugat dengan Tergugat
tidak ada komunikasi lagi ;

- Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak meninggalkan
harta pengganti nafkah;

- Bahwa Penggugat sudah dinasehati agar sabar menunggu

kedatangan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
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& berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis
indikator sebagai berikut;
t pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat

ah tempat tinggal;

antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit

.\j ordasarkan beberapa indikator tersebut, Majelis
impulan bahwa telah terjadi perselisihan dan
2rus antara Penggugat dan Tergugat dan tidak ada

glip rukun lagi dalam rumah tangga;

g, bahwa dalam suatu rumah tangga jika suami istri
menerus berselisih, dan tidak ada kecocokan lagi, serta tidak
mungkin untuk dirukunkan kembali, maka keadaan tersebut menurut
Majelis Hakim merupakan bukti rumah tangga yang tidak harmonis lagi,
dan tidak akan dapat mencapai tujuan perkawinan membentuk keluarga
bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide: Pasal 1
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan/atau keluarga sakinah,
mawaddah dan rahmah, dan sebagaimana dalam al-Qur’an surat Ar-Rum
ayat 21,

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta sebagaimana
diuraikan di atas, telah merupakan bukti bahwa rumah tangga / hubungan
suami istri antara Penggugat dan Tergugat telah pecah sedemikian rupa
sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam satu rumah

tangga, maka telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana
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eraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo.
m Islam ;
a Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil

ab Muhadhzab II Halaman 177, yang

pentuk perceraian antara Penggugat dengan Tergugat adalah talak

satu ba'’in shugra Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang
perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang- Undang
Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah
dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan yang
kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan
Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat, yang

jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang

berlaku dan hukum syara’ yang berkenaan dengan perkara ini;
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MENGADILI:

yang telah dipanggil secara resmi dan patut
sidang, tidak hadir;
Penggugat dengan verstek;

bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap

A Penggugat untuk membayar biaya perkara

/0 00 (tiga ratus tujuh puluh satu ribu ).

Qiiskan dalam rapat permusyawaratan Majelis

ugianto, S.Ag., sebagai Ketua Majelis, Doni Burhan Efendi,S.H.I.
dan Hilman Irdhi Pringgodigdo,S.S.,S.E.I.,M.S.I. masing-masing sebagai
Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk
umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi
oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Amiruddin, S.H. sebagai Panitera

Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota, Ketua Majelis,
ttd ttd
Doni Burhan Efendi, S.H.I. Sugianto, S.Ag.
Hakim Anggota,
ttd
Hilman Irdhi

Pringgodigdo,S.S.,S.E.I.,M.S.I.

Hal. 15 dari 16 Hal. Sal. Putusan No.767/Pdt.G/2018/PA.Sub

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimt inkan terjadi perr 1 teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

amah Agung Republik Indonesia

Halaman 15



amah Agung Republik Indonesia

Panitera Pengganti,

ttd
Amiruddin, S.H.

gatu ribu rupiah).
Untuk Salinan

dilan Agama Sumbawa Besar
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